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(Lembaran Negara Tahun 2009  Nomor 160 dan Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
122 dan Tambahan Lembaran Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor
5494).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5601).
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